WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERGESERAN MENDAHULUI PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

a. bahwa  sehubungan dengan keluarnya petunjuk

teknis/standar teknis/petunjuk operasional dari beberapa
anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus
setelah APBD Kota Ternate disahkan, maka berpengaruh
pada APBD Kota Ternate Tahun 2022, sehingga perlu
untuk dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan-ketentuan
tersebut;

. bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (3)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik dan

. Lampiran huruf D angka 1 butir ad 3 Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pergeseran Mendahului Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3824);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 200S tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 6057);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);

20. Peraturan Walikota Ternate Nomor 31 Tahun 2021 tentang
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Ternate
Tahun 2021 Nomor 466);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERGESERAN

MENDAHULUI PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Ternate.
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3. Walikota adalah Walikota Ternate.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.

Pasal 2

Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate
Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 1.010.373.921.078 bertambah
sebesar Rp. 0,- sehingga menjadi Rp. 1.010.373.921.078 dengan rincian

sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Terdiri dari:
a. Pajak Asli Daerah

WRSREIIR 1l o G s nsiassnininssanansinssrviante Rp. 126.305.231.487,-
2. Bertambah /Berkurang ....c...ovissinesserosvossinsves Rp. O,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan ........ Rp. 126.305.231.487,-

b. Pendapatan Transfer

L. SEmUIR .ciiituiisrinsiiumsess s oyse ssvinsts sasetus Rp. 880.370.896.011,-
2. Bertambah/BerkuUrang ... .vomsiisssinsnssonnossions Rp. O,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan ........ Rp. 880.370.896.011,-

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

3.697.793.580,-

L. BEmMIR: isiiiceivisinivininsiisnases shisiassivae it busisssonsvas Rp.
2. Bertambah/BerkUrfng .....cvcicodevsersavisavisossaves Rp. 0,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan ......... Rp.

2. Belanja Daerah Terdiri Dari:

a. Belanja Operasi

3.697.793.580,-

783.009.563.846,-
700.367.859,-

& 1, SEMUIB ..cciviaivmmpsnsensisossssinninsomonsesinpssssuysasesans Rp.
2. BertAmbaih .....ocinciveissniiveaisismoniciisabavinmsans iss Rp.
Jumlah Belanja setelah perubahan ............... Rp.

783.709.931.705,-

b. Belanja Modal

. 199.864.357.232,-

700,367.859,-

L SOMUIR ,civarecsssrvisransisesenavnsisassos iasameenissavossanavss Rp
2. BOFICUTRIIR. . i cv- ionersupinnsiasssinnasseapseetnyhss i eapwumne Rp.
Jumlah Belanja setelah perubahan ............... Rp.

199.163.989.373, -

c. Belanja Tidak Terduga

L. PO ovvvavinicvalinimisnessvin it svesoatiRss s bssmmics dediss Rp. 27.500.000.000,-
2. Bertambah /BerKUrang i...o.iiivoiisniiririseciises Rp. O,-
Jumlah Belanja setelah perubahan ............... Rp. 27.500.000.000,-
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3. Pembiayaan:

a. Penerimaan Pembiayaan,

GBS 11§ S M R S SISl S SRS Rp. O,
2. BOrICUPRE ... voissvsonsisssmsons s vibhoiaeasnos st suning Rp. O,
Jumlah Penerimaan setelah perubahan .... ... Rp. O,-
b. Pengeluaran Pembiayaan
Y- SO oo i ot s s ammi S SR T gy e b Rp.: 0
2 RN i e e e SaRas sHams v Rp. O,-
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan ........ Rp. O,-
Jumlah Pemblayaan Netto:..........iiminsioseisiosssons Rp. O,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahup Bérkenan (SiLPA)......ciiii-cibisveonisd cxniumsbasve Rp. (0,-)

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan WaliKota ini, terdiri

dari:
a. LampiranI

b. Lampiran Il

c. Lampiran [l

d. Lampiran IV

e. Lampiran V

f. Lampiran VI

g. Lampiran VII :

Ringkasan penjabaran perubahan APBD yang
diklafikasi menurut kelompok, jenis, objek dan rincian
objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Penjabaran Perubahan APBD menurut urusan
pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, dan rincian objek
pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan
gas Bumi) menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja
dan Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut
urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
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h.Lampiran VIII : Sinkronisasi kebijakan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah perbatasan
Dalam Rancangan Peraturn Kepala Daerah tentang

penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan
Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Perwali Walikota ini.

Pasal 5

Pelakasanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapakan dalam Peraturan
Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentun Perundang-
undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 8 Juni 2022

WALIKOTA TERNATE,

TTD
M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 8 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,
TTD

JUSUF SUNYA
BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 471

Salinan sgsuai dengan aslinya

) SUNARTO, 8.H
PERATA Th.I
NIP: 19830627 2008 03 1 001



